
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI J AWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 5 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJ A DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 24 

Menimba n g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 
tentang Perubaha n Anggaran Penda patan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 20 24 , perlu menetapka n Pera turan 
Bupa ti tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 24; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pem erita h a n Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Republik In donesia Tahun 
19 50) sebagaim ana te1ah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta da n Kabupa ten Subang den gan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Ta mbaha n Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nom or 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon esia Nomor 4286 ); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
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2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Barga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 112); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Peru bah an atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 350); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 

22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 20 14 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 20 16 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 
Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 10); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Derah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 
Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya; 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara lang sung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah. 

11. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
danl atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk 
dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD. 

Pasa12 

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah. 

(2) APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp3.643.782.790.862,00 (Tiga 
triliun enam ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua 
juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua 
rupiah) bertambah sebesar Rp142 .407.8 13.478,00 (Seratus empat puluh 
dua miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus 
tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.786.190.604.340,00 
(Tiga triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan puluh 
juta enarn ratus empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah pendapatan 
perubahan 

daerah 

Rp3.446.080.103.473,00 
Rp147 .1 58.526.732,00 

setelah Rp3.593.238.630.205,00 



-6-

b. Belanja daerah 

c. 

1. Semula 
2. Bertambah 
J umlah belan j a daerah setelah peru bahan 
Pembiayaan daerah 
1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula 
b) Bertambah 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

Rp3.642.607.790.862,00 
Rp140.845.313.478,00 
Rp3.783.453.104.340,00 

Rp 197.702.687.389,00 
(Rp4. 750. 713.254,00) 
Rp192.951.974.135,00 

a) Semula 
b) Bertambah 

Jumlah pembiayaan 
perubahan 
Jumlah 
Perub8.han 

daerah 

Rp1.175.000.000,00 
Rp1.562.500.000,00 

setelah Rp2.737.500.000,00 

pembiayaan neto setelah Rp190.214.474.135,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
Peru bah an 

Pasa13 

RpO,OO 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, Rincian Objek, 
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 
Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD 
Pemberi Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta 
SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima 
Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
belanja bagi hasil; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek 
Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas AlamjTambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bumi menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan 
Pembiayaan; 
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Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek 
Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan 
Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

Pasa14 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasa15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Ill! dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan d · Singaparna 
pada tanggal, 4 Oktober 2024 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal, 4 Oktober 2024 

~ 
Pjs. BlJPATI TASIKMAL YA, 


